
BUPATI BUNGO 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR ,;)-l TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN SISTEM KLASIFI] AKSES ARSIP KASI KEAMANAN DAN DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3 P eratm."arl: 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petumu 

43 Tahun 2009 P -Undang Nomor elaksanaan Undang: 8 aksanakan ketentuan 
tentang Kearsipan, dan untuk mel: 

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 
Bungo 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelen
ggaraan !_(earsxpan, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentm_lg 

Pedoman Sistem Klasifikasi Keaman
an dan Akses Arsip 

Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kab
upaten Bungo. 

VMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten —Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar
an 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 7 Tahunl965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat 1 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 
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5. 
Undang'undan& Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
)}:emefinmh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
omor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 
[entang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ~ Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 200_9 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman I?embgaffln 
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksnaan_ 
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 

Nomor 5), sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah 6 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun 2016 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PEDOMAN SISTEM 
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO. 

Menetapkan 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

)alam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bungo. 
Perintah Dafzral} adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Bupati adalah Bupati Bungo. 

4. Perangkat.... 
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h 
ah Perangkat Dacr® o ri sekretanat 

diri da Dinas 

kat Daerah 
yang selanij| 

. 
ungan Pemers; 

jutnya disingkat PD 
adal 

Daerah, Sekremn-:te rg\tah Kabupaten Bungo, yang ter 

Daerah, Bad ewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
5. Di an Daerah, Kecamatan 

- Dinas Perpys; . i 

Peraflgka:p Dtakaa" 
dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo 

& gan > di 

lingktngan porah yang melaksanakan tugas di bidang kearsiPan oo 
fanggungg T Pe{’nednntah 

Daerah, yang memiliki 
tugas pokok{, ;::igfls Nerrid 

jawab di bidang pe o Dinamis, inaktif, 
dan pembinaan 

kearsipan,g 
pengelolaan 

arsip Dinami: 

6. Akses arsi 
" i angan 

p adalah ketersediaan 
arsip sebagai hasil darl kewenang 

:lnllkum dan otorisasi 
legal serta keberadaan 

sarana bantd untuk 

empermudah 
penemuan pemanfaatan 

arsip. 

7. Arsip adalah . P 
P rekaman kegiatan atau peristi

wa dalam berb: oo 

media sesuai dengan p
erkembangan teknologi 

informasi dan komunikas
i 

yang dibuat dan
 di teri I a Negara, pemerint

ah Daerah, 

Lembaga P‘""d"dikafl,e n;’;:r:s;};az!?bagrg
anigasi politik, ~organisast 

kemasyarakatan
, dan perseorangan dal Jaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, be
rbangsa dan berneg

ara. 

8. Arsip Dinamis adalah arsip yang di gunakan secara langsung dalam
 

kegiatan pencipta arsip yan
g disimpan selama jangka

 waktu tertentu. 

9. Penggunaan arsip adala
h kegiatan pemanfaata

n dan penyediaan arst 

kepentingan penggu
na arsip yang berhak.

 

ri-kategori kegiat
an dan arsip 

10. Klasifikasi adalah proses identifikas
i katego 

dinamis yang di hasilkan dan 
mengelompokkannya. 

ategori kerahasiaan 
informasi arsip 

11. Klasifikasi keamanan arsip adala
h k: 8 

berdasarkan pada tingkat 
keseriusan dampak yang 

ditimbulkan terhadap 

kepentingan dan keamanan
 negara, masyarat dan

 perseorangan. 

batasan akses terhadap 
arsip 

dalah kategori peml 

an arsip terkait dengan
 pelaksanaan 

4. Perang 
i ling 

dalah Organisasi 

agai pentuk dan
 

am  pel 

p bagi 

12. Klasifikasi akses arsip a 

berdasarkan kewenangan 
pengguna: 

tugas dan fungsi tertentu. 

13. Pengamanan arsip adalah
 program perlindungan fisik

 dan informasi arsip 

berdasarkan klasifikasi keam
anannya. 

14, Terbatas adalah arsip yang
 memiliki informasi apabila d

iketahui oleh pihak 

yang tidak berhak dapat meng
akibatkan terganggunya pela

ksanaan tugas 

dan fungsi lembaga pemerin
tahan. 

15. Biasa/terbuka adalah arsip y
ang memiliki informasi yang apa

bila diketahui 

oleh orang banyak tidak mer
ugikan siapapun. 

16. Sangat rahasia adalah Klasifikasi informasi dan arsip yang memiliki 

informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

membahayakan kedaulatan negara,
 keutuhan wilayah Negara Kesatua

n 

Republik Indonesia dan keselam
atan bangsa. 

17. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang
 memiliki informasi 

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengaki
batkan 

terganggunya funsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, 

ketertiban umum, termasuk dampak ekono
mi makro. Apabila informasi 

yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan 

menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan 

kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraa
n dan reputasi. 

18. Penggunaan.......... 4 
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18. Pen arsip bag 88Unaan arg; enyediaan an 1P adalah kegi n/ps i . 4 atal el giatan pemanfaatan/penyediad Kepenting kepentin, gan kegi: ©glatan, pemanfaatan/penyediaan arsip N 

ta - 

pengguna arsip yang berhak. 
cara @ 

u atu 19. Prosedu: 
T < 

ketersedia;:ngi:;f:_;s:"l informasi publik adalah ta st legal 

: si serta ki 
dan oto! 

2 Pemanfaatan informasi 
publike ewenangan hukum 

. Informasi q 
i di 

i yang di kecualikan adalah informasi yang apabila 

r': rtimbangkan  bahwa membuka informasi publik tersebut dflpaf 

Ue:m‘b“lkan konsekuensi sebagaimana 
diatur dalam pasal 17 Undang 

coreng Keterbukann Informasi Publik 
serta setelah dipertimbangkes secara 

cksama bahwa dengan menutup 
informasi dapat melindung! 

kepentingan 

yang lebih besar dari pada membukanya. 

QI.gencipta arsip adalah pihak yang mempunyai 
kemandiri X 

alam  melakeanakan fungs, tugas dan tanggung javab di 

pengelolaan arsip dinamis. 

22. Pen'gguna internet adalah setiap orang atau uni 

arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Da 

adalah setiap orang atau 

dari luar lingkungan 

an dan otorisasi 
bidang 

t kerja yang me
nggunakan 

erah Kabupaten
 Bungo. 

badan hukum
 yang 

23. Pengguna eksternal P intah Daerah emerin 
menggunakan arsip dan berasal 

Kabupaten Bungo. 

24.Publik adalah warga negara atau badan hi 

permohonan untuk mengakses 
arsip Dinamis. 

BAB 11 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya 
Peraturan Bupati ini sebagai 

pedoman dalam rqngka 

melindungi fisik dan informasi 
arsip dari penyalahgunaan 

dan kepentingan 

yang tidak sah. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan 
Bupati ini untuk menyediakan informasi 

dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan 

bagi informasi yang dikecualikan. arsip yang 

publik serta memnjamin 
keamanan arsip 

ukum yang mengajukan 

BAB Il 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keaman
an dan Akses Arsip Dinamis meliputi : 

a. Asas sistim klasifikasi keamanan dan 
akses arsip dinamis; dan 

b. Pengaturan akses arsip. 

BAB IV 

ASAS SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES 

ARSIP DINAMIS DAN PENGATURAN AKSES ARSIP 

Bagian Pertama 
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I & Pasal 4 
sas klasifikasi keay 

an dengan 8 manan dan e jas dilaksanals menerapkan asag gabungan, ek s lui @ 
(2) Asas gabungan sebagaimana terscbut pada ayat (1) dilaksanakan et 

a. Sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan 

b. Desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis- 

Bagian Kedua 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Pasal 5 

mis diatur ketentuan 
(1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinal 

sebagai berikut : " 
: . iklasifikasikan 

a. Arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasi 

menjadi 4 (empat) tingkat informasi yaitu: 

1) Biasa/terbuka, 

2) Terbatas, 

3) Rahasia dan 

4) Sangat rahasia; 

. 

a, berbeda dalam teknis 
b. Klasifikasi sebagaimana tersebut pada hur

uf ¢ la d : 

pcngamanannyng. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya 

semakin tinggi pula tingkat pengamanan
nya. 

ruf a, berbeda dalam 
Klasifikasi sebagaimana tersebut pada hu ¢ ert . 

pengaturan aksegsnya, semakin 
tinggi tingkat Kklasifikasi informasinya 

semakin ketat pula dalam pengatur
an aksesnya; 

(2) Sistem klasifikasi keamanan dan ak
ses arsip menggunakan : 

a. Sarana perangkat keras; dan 

b. Perangkat lunak. 

(3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (2) 
huruf a, meliputi : 

a. Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filling cabinet/rak 
arsip 

untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan brangkas atau lemari besi 

untuk arsip rahasia dan sangat rahasia; 

Sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai 

dengan tingkat klasifikasi informasi; dan 

Prasarana berupa ruang penyimpanan yang refresentatif sesuai dengan 

tingkat klasifikasi informasi. 

(4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b meliputi : 

a. Daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan 

b. Aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif. 

(5) Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan huruf dan angka. 

(6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan urusan atau bidang tugas, sebagai berikut : ) 
a. Urusan atau bidang tugas fasilitatif meliputi : 

1) Keuanagn............ 6 
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1) Keuangan i 
2) Ktpcgnwainn; 
3) Pcrcncunaan; 
4) Hukum; 
S) Organisasi dan ketatalaksanaan; 6) Pcrlcngknpan/pcrnlmnn/kcknynnn dacrah; 
7) Kearsipan; 

8) Ketatausahaan dan kerumah tanggaan; 
9) Gubungan masyarakat; 
10) Penelitian, pengkajian dan pengembangan; 
11) Pendidikan dan pelatuhan; 
12) Kepustakaan; 

13) Teknologi informasi dan komunikasi; dan 
14) Pengawasan. 

Urusan atau bidang tugas substantif meliputi : 
1) Pertanian; 

2) Perindustrian; 

3) Perdagangan; 

4) Perhubungan; 

5) Penanaman modal; 

6) Lingkungan hidup; 

7) Penanggulangan bencana; 

8) Koperasi dan UKM; 

9) Pendidikan dan kebudayaan; 

10) Sosial; 

11) Ketenagakerjaan; 

12) Pemerintahan daerah; 

13) Perpustakaan; 

14) Perencanaan pembangunan; 
15) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

16) Pariwisata dan ekonomi kreatif; 

17) Komunikasi dan informatika; 

18) Kesehatan; 

19) Kependudukan dan keluarga berencana; 

20) Kehutanan; 

21) Kearsipan; 

22) Pemuda dan olah raga; 

23) Peraturan dan perundang-undangan; 
24) Keamanan dan ketertiban; 
25) Pendidikan dan pelatihan; 

26) Pengadaan; dan 

27) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

Bagian Ketiga............ T 
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Bagian Ketiga 

Pengaturan Akses Arsip 

Pasal 6 

(1) Pengaturan akses arsip s
cbagaimana dimaksud dalam

 pasal 3 (tiga) huraf ® 

digunakan kepada pen
gguna arsip yang berha

k. 

(2) Pengguna arsip yang 
berhak mengakses arsip 

terdiri dari : 

a. Pengguna internal y
ang ada di instansi; da

n 

b. Pengguna eksterna
l diluar instansi. 

Pasal 7 

(1) Pengguna internal 
sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf 2 

terdiri dari : 

a. Pimpinan tinggi pratama mempunyai 
kewenangan untuk mengakses 

seluruh arsip yang berada 
dibawah kewenangannya; 

b. Administrator mempunyai 
kewenangan untuk mengakses 

arsip dnt_:ax::h 

kewenangannya, 
namun tidak diberikan 

hak akses untuk 
informast ¥: .ng. 

terdapat pada pimpinan 
tinggi pratama Kkecuali 

telah mendapatkan 
121 

dan 

¢. Pengawas internal 
mempunyai kewenangarn 

untuk mengakses 
seiluru}{ 

arsip pada pencipta  arsip dalam rangka melaksanakan ungst 

pengawasan 
internal sesuai dengan ketentuan peraturan 

pemndangundangam 

(2) Pengguna eksternal 
sebagaimana 

terdiri dari : 

a. Publik yang mengajukan 
permohonan untuk 

men| 

Kkategori biasa/ terbuka 
; 

b. Pengawas eksternal 
mempunyai hak untuk 

mengakses seluruh 
arsip 

pada pencipta arsip 
dalam rangka melaksanakan 

fungsi pengawasan 

sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. Aparat penegak hukum 
mempunyai hak untuk 

mengakses arsip pada 

ang terkait dengan perkara 
atau proses hukum yang 

pencipta arsip Y 

sedang di tanganinya da
lam rangka melaksanak

an fungsi penegakan 

hukum. 

dimaksud dala
m Pasal 6 ayat

 2 huruf b 

gakses arsip dengan 

Pasal 8 

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 ayat (1) 

tercantum dalam lampiran ya
ng merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

(1) Pengaturan akses arsip sebagaimana
 dimaksud dal: 

; 
am Pasal 6 ayat (1 

dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik da
n informasi arsip. ade 

(2) Pengamanan fi§§k dan informasi arsip dalam ayat (1) 
secara keseluruhan 

mcencakup fgsflltas pengamananseperti pemasangan kamera pengawas 

(CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip 

(3) Pengamanan fisik dan informasi arsi i e rsi i 

diatur dengan ketentuan sebagai berill,flfte ?agalmana I 

a. Kategori.......... 8 
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a. Kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi; 

b. Kategori arsip terbatas disimpan pada filling cabinet dan 

c. Kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari 
besi. 

(4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaks.ud ayat (1) 

meliputi penciptaan daftar arsip terbata
s -dan daftar arsip rahasia. 

(5) Pengamanan fisik dan informasi ar
sip sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2! 

dilaksanakan oleh arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi 

kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan men
gamankan fisik serta 

informasi arsip. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan. 

i i i dangan Peraturan 

Agar setiap orang menget
ahuinya, memenpmhkan p

engun 

Bupati ini dengan penempata
nnya dalam Berita Daerah Ka

bupaten Bungo. 

Ditetapkan di Bungo 

pada tanggal, #-?-, ?- 2024
 

o 

S*Wv,séu 

kg roRqaseioon | ASHURI 

Diundangkan di Bungo 

pada tanggal, 4} -} - 2024 

SEKRETARIS DAERAH KA 'ATEN BUNGO, 

MURSIDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 2| 
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